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KEPUTUSAW

MENTERT PENDIDIKAN DAN KiBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :. 102/114/Kep/E/1989
tentang
Pemberian Persetujuen Pendirian Taman Kanak-Kanak

dan Sekolah Dasar Swasta di Kalimantan Barat
Tahun 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

2

Menimbang i a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
' Republik Indonesia Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November
1982 tentang Pembinaan Sekolzh Swasta dan Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Daser dan Menengah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaasn Nomor 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983
tentang Syarat dan Tata Carc Pendirian Sexolah Swasta, telah
diterbitkan Izin Operasional Sekolah Swasta secara tertulis .
oleh Kepala Kantor Wilayah Departeucn Pondidikan dan Kebudaya-

an Propinsi Kalimanten Darat;

b. bahwa sehubungan dengan tersebut a ciatas dipandang perlu
mengganti Keputusan Kepale Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsl Kalimanten Barat tentang Pemberian
Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
di Kalimantan Barat, dengan disesuaikan pada ketetapan ter-

sebut di atas ;
: a, Undang-Undang Republik Indonesla Nomor 2 Tahun 1989;

[

|
Mengingat
b, Peraturan Pemerintah :
| 1., Nomor 65 Tahun 1951;
| 2. Nomor 28 Tahun 1981;
| c.-Keputusan Presiden Republik Indonesia :
{ 1. Nomor 34 Tahun 1972;
l 2. Nomor 15 Tahun 1984, sebzgaimana telah diubsh dan ditambah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahnn 1987;
3, Nomor 64 M/Tehun 1988;
v d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 19743
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
1, Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982;
e 2. Nomor 0173/0/1983. tenggal 14 Maret 1983;
| 3, Nomor 0262/6/1984, tanggal 14 Juni  1984;
4, Nomor 0304/0/1984, tenggel 12 Juli. 1984;
i 5., Nomor 0415/U/1987, tanggal 15 Juli  1987;
| 6. Nomor 0363/0/1988, tanggel 20 Juli 1988;
| f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83,
tanggal 23 Februarl 1983;
Memperhatikan :1, Rekomendasi Kepala Kantor Departemsen Pendidiken dan Kebudayaan

Kabupaten/Kotamadya se Kolimantan Barat;

2. Saran dan pertimbangan Kepole Bidang Pendidikan Dasar den Guru,
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaen Propinsi

Kalimantan Barat;
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MEMUTUSKAN

dengan mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudaysan Propinsi Kalimantan Barat tentang Peube-~ K7
rian Izin Operasional Taman-Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang %
mendahului Keputusan ini.

Menetapkan

Pertama : Memberikan persetujuan kepada Fengurus Yayasan/Badan Penyeleng-
gera Sekolah Svasta tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran Kepu-
tusan ini untuk mendirdkan Teman Kanak-Kanek dan Sekolah Dasar
Swesta yang tercantum pada kolom 4 (empat) yang selenjutnya di-
gsebut Taman Kanek-Kanak atau Sekolah Dasar Swasta Tercatat;

Kedua : Memberikan Izin Operasionsl kepada Taman Kanek-Kanek dan Sekolah
Desar Swasta tersebut pada diktum pertama, dengan aisertai keten-
tuan-ketentuan sebagal berikut :

o, Pengurus Yayasen/Badan Penyelenggara Sexolah Swasta yang ber-
sangkutan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengelolaan
dan pengembangan gekolah yang berada d- bewah asuhannya;

b, Sekolah Swasta yeng diberikan Izin Operasional wajib melaksana
kan pendidikan berdaserkan Sistem Pend:dikan Nasional gerta
mempergunakan Kurikulum yang ielah ditetapkan dan atau disahkan
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;.

0. Pengurus Yayesan/Badan Penyelenggera Sekolah Swasta yang ber-
sangkutan wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan, yang telah ditetapksn untuk diderlakukan
dalam lingkungan Departemen Pendidiken dan Kebudayesan;

Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izir Cperasiocral Sekolah Swas-
ta ini akan dicebut dan dibajalkan epabzla dikemudian hari plhak
penyelenggara sekolah terbukti melakukan penyimpangan ctau pelang-

garan terhadap ketentuan peraturcn pervndang-uniangan yang ber-
laku;

Tiga

Keempat : Keputusan ini mulai berleku sejal tengegal ditezapkan dan berdaya
surut terhitung tanggal pemberian Izin Operasi>nal sebelumnya de-
ngan catatan segala sesuatunya alcan diabsh dar disempurnakan kem-
bali apabila ternyata dikemudian hari zerdapas kekeliruan dalam
penetapan ini.

Ditetepkan di : Pontianak

Pade tanggel ¢ 17 Oktcber 1989 i
Menteri Pentilikan dan Kebudayaan
Republik Indnesia

s ,;%.n.b.

“Kedt;r Wilayah

BL i yemel Jendidikan dan Kebudayaan
PEST Ty ﬂr i Kzlimanten Barat
: Y, 3 .’...-;_"'__-_:;-21"*: : ’f_,‘ .
TEMBUSAN YTH : _ K¢ PANGUBEAN, S.B. A
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N T YR 13044557
1, Sekretaris J enderal Depdikbud d:f.'__--.]’g}cgzrl:a'
2. Direktur J enderal Dikdcsmen Depch.kbudtdi Jakarta
. Inspektur Jenderal Depdikbud di Je_lkar & &7 L
i.’ Dirle)ktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Del')d.ll‘tbuc.hd., Jakarta
5. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop}nsn. Ifa;aar di Pontianek
6. Pengawas dalam lingkungan Depdikbud Propinsi Kaln.n.lar.:an Barat
7. Kepala Kantor Depdikbud Ke-.bupaten/Kotamadya 82 Kallmajtan Barat
8. Pengurus Musyawarah Perguruail Swasta (MPS) Deaerah Kalmentan Barat

di Pontianeak.
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